PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATITRAN WAT IKOTA NOWRMMOD AN TALITIN AN 1 &
rFuRUDAOAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 1ARUN 20106

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran huruf F Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
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Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan

1iuUugas L Ulig ol La  IAC 1icas Dicl uaii

Pombhar#latisads AMaacrasa lrot
rcliiipcl (1d}’ddll l‘.’ldﬁydl daikdl,

-

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3711);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

—— \

9362);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494)
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

0. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 40 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016
Nomor 105);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat ( Berita Daerah Kota Tarakan
Tahun 2016 Nomor 105 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
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. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

. Walikota adalah Walikota Tarakan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan DPRD dalam penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang men jadi kewenangan Daerah.

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tarakan.

6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

w

Tarakan.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
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9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
10. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut

Pasal 5
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Sosial;
¢. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
d. Dihapus;
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3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut -

Pasal 38

4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 46

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walj Kota ini.




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

27 Februari 2020
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

AN DITVAMTDDI' DAV AARN MAACUYADATIAM
IJAIN PEENVIDERIJAYAAIN WVIADYARARAL
1 |
! !
L KEPALA DINAS J
i |
Y i N ™~

|( SEKRETARIAT
I
\

| —

[ |
| |
( SUB BAGIAN 1 SUB BAGIAN |
UMUM DAN PERENCANAAN DAN
| KEPEGAWAIAN N KEUANGAN |
i ] \ J

| |

( BIDANG \ r W

| | | BIDANG |

L e ) ' PEMBERDAYAAN ‘
‘ MASYARAKAT ‘
N i

SEKSI | i
ll Perlindungan dan J I l l

/ SEKSI \ / SEKSI \

.Taminan Sngial

Kemasyarakatan, lembaga Ekonomi Masyarakat dan
Teknologi Tepat Guna

\ J

SEKSI 1 adat dan masyarakat

1 {
Pemberdayaan Lembaga ? r Pemberdayaan Usaha )
| | |
’ K hukum adat )

]
l Rehabilitasi Sosial
N

Miskin

4 N
l SEKSI
k\

{
Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir

JABATAN
| FUNGSIONAL |

/

WALIK TARA

»

IRUL




	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf
	NPSCN_005.pdf

